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Hukum Jawa dalam konteks masyarakat Jawa abad ke-18 memiliki ciri-ciri: (1) hukum yang lahir akibat
adanya perjanjian Giyanti (1755), yang membagi kergjaan Mataram menjadi dua; Kasunanan Surakarta
Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, (2) hukum yang berisi norma-norma, aturan-
aturan, dan undang-undang yang menyangkut kepentingan kedua keragjaan (bilateral) mengenal
kemasyarakatan, pengawasan keamanan, perpajakan, hubungan birokrasi, pertanahan, peradilan. dan
sebagainya, (3) hukum yang dalam perkembangan selanjutnya diberlakukan juga untuk wilayah
Mangkunegaran (perjanjian Salatiga, 1757) dan Pakualaman (tahun 1812). Hukum Jawa tersebut adalah (1)
Nawala Pradata Dalem (Surat Peradilan Rgja), (2) Angger Sadasa (Undang-Undang Sepuluh), (3) Angger
Agerrg (Undang-Undang Tertinggi), (4) Angger Redi (Undang-Undang Pekerja Gunung) dan (5) Angger
Arubiru (Undang-Undang Gangguan K etentraman).

Pemberlakuan hukum Jawa seperti itu tampaknya tidak mempertimbangan eksistensi dan perkembangan
masing-masing kergjaan. Dengan kata lain, secara hipotesis, tidak terjadi perubahan struktur masyarakat
Jawa pada waktu itu, meskipun dalam kenyataan, perjanjian Giyanti telah memecah belah kekuasaan
Mataram. Pada sisi lain ditunjukkan bahwa pemberlakuan hukum jawa secara hipotesis adalah untuk
pengendalian sosial bersama. sebagai akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Jawa di
kergjaan masing-masing.

Kedua permasal ahan tersebut menarik untuk dibahas, terutama melalui pemahaman struktur hukum Jawa
yang dikaitkan dengan konteks ruang dan waktu di mana hukum itu diberlakukan. Pemahaman seperti itu
akan menjawab tentang bagaimanakah sistem hukum Jawa yang berlaku pada waktu itu. Membicarakan
sistem hukum berarti juga membicarakan dinamika struktur hukum yang bersangkutan dikaitkan dengan
fungs lembaga-lembagalain di luar yang dianggap ikut menentukan dinamika struktur hukum yang
dimaksud. Dengan latar belakang itu maka ditetapkanlah tujuan penelitian adalah (1) menganalisis struktur
hukum Jawa sebagal upaya memahami fungsi unsur-unsurnya, (2) memahami sistem hukum Jawa dalam
kaitannya dengan konteks sosial budaya masyarakat Jawa pada waktu itu, dan (3) merumuskan secarajelas
postul at-postulat hukum Jawa atau anggapan-anggapan dasar mengena hukum yang dianut masyarakat
Jawa pada waktu itu.

Berkenaan dengan permasalahan dan tujuan penelitian itu dan dikaitkan dengan "karakter" hukum Jawa,
maka pendekatan yang dipergunakan adal ah antropologi hukum dan sgjarah. Pendekatan antropologi hukum
dipergunakan untuk mencari gambaran bagai mana hukum mempertahankan pranata-pranata yang ada dalam
masyarakat, bagaimana masyarakat merumuskan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, sehubungan
dengan cita-citamengenal apayang baik dan buruk menurut anggapan dalam kebudayaan yang
bersangkutan. Pendekatan sgjarah dipergunakan untuk mencari gambaran bagaimana proses perubahan pola
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dan aspek-aspek hukum Jawa dalam kurun waktu sgjak penyusunan hukum Jawa (1755) sampai pada suatu
batas hipotesis saat hukum Jawa kehilangan fungsinya lagi karena hegemoni politik kolonial Belanda
(1830).

Setelah dilakukan analisa terhadap permasal ahan-permasalahan di atas maka dapat diambil kesimpulan
bahwa (1) Hukum Jawa merupakan sistem yang berfungsi untuk pengendalian sosial bersama, masyarakat
Jawa yang sedang mengalami perubahan akibat perjanjian Giyanti (1755), (2) Berfungsinya sistem hukum
Jawa tersebut sangat didukung oleh berfungsinya unsur-unsur hukum yakni otoritas, maksud untuk
diberlakukan secara universal, obligatio dan sanksi, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa pada
waktu itu, dan (3) Sistem hukum Jawa yang diberlakukan pada waktu itu, dikatakan berhasil dan relevan
karenaterbukti dapat memberikan kontribusi ikut melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Jawa
dengan mempertahankan nilai-nilai, pranata-pranata, lembaga-|lembaga dan pandangan-pandangan hidup
Jawa hingga bertahan sampal saat ini.



